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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Faktor penyebab terjadinya prostitusi online di wilayah Polda Jabar adalah 

diantaranya karena kemajuan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya 

hidup, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah sehingga terdapat 

banyak korban prostitusi dan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. 

Jika pelacuran dilakukan atas inisiatif atau kemauan sendiri tanpa 

melibatkan orang lain (pihak ketiga) maka dari itu didefinisikan sebagai 

prostitusi biasa. 

2. Bentuk sanksi terhadap pelaku prostitusi online di wilayah Polda Jabar 

berdasarkan pada pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut sebagai hukum 

pidana umum, yaitu dalam Pasal 296, 297 dan pasal 506 Di samping itu 

terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di berbagai 

perundang-undangan lainnya, yaitu dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(UUITE), dan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTTPO).  

 



66 

 

 

 

B. Saran 

1. Diharapkan adanya peningkatan dalamupaya penyuluhan keagamaan 

dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk 

mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan sangat penting dan strategis 

peranannya. 

2. Diharapkan pemerintah melakukan penutupan pada situs-situs porno 

secara terus menerus sehingga dimungkinkan akan membantu 

meminimalisisr kejahatan kesusilaan terutama yang menyangkut 

mengenai prostitusi online. 

3. Diharapkan DPR RI segera mengesahkan RUU KUHP menjadi KUHP 

yang lebih mengedepankan keadilan bahwa bukan hanya mucikari saja 

yang dapat diberikan sanksi tetapi juga PSK nya. 
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